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Menguji Parliamentary Threshold Sekaligus Aturan Penetapan Pimpinan DPR

Jakarta, 9 Juli 2024 — Mahkamah Konstitusi (MK) meregistrasi permohonan pengujian Undang-
Undang 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) dan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2018 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (UU MD3). Permohonan dengan
nomor perkara 57/PUU-XXII/2024 ini akan segera disidangkan dengan agenda Pemeriksaan
Pendahuluan pada Selasa (9/7) pukul 15.00 WIB.

Adapun permohonan a quo diajukan oleh perseorangan bernama Pasai, anggota Partai
Persatuan Pembangunan (PPP). Pemohon mempersoalkan norma Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017
yang mengatur perihal batas perolehan suara untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi
anggota DPR (parliamentary threshold) dan Pasal 427D UU 2/2018 yang mengatur perihal
penetapan pimpinan DPR setelah hasil pemilihan umum tahun 2019.

Dalam permohonan, dijelaskan bahwa partai Pemohon meraih 5.878.777 suara sah secara
nasional dalam Pemilu Anggota DPR RI 2024 atau setara dengan 3,87%. Norma Pasal 414 ayat
(1) UU 7/2017 yang mengatur batas perolehan suara paling sedikit 4% dinilai Pemohon telah
membuat suaranya tidak memiliki arti.

Selanjutnya, Pemohon menyampaikan bahwa mekanisme pemilihan DPR sebagaimana diatur
norma Pasal 427D UU 2/2018 mengandung ketidakpastian hukum dan ketidakadilan. Pemohon
berpandangan, pimpinan DPR seharusnya dipilih dari dan oleh anggota DPR dalam suatu
pemilihan bersifat internal, bukan berdasarkan sistem perolehan kursi partai terbanyak
berdasaran hasil pemilu calon legislatif sebagaimana diatur oleh pasal a quo.

Terhadap permohonan tersebut, MK diminta menyatakan Pasal 414 ayat (1) UU 7/2017
bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak Pemilu
DPR 2024. Begitu juga terhadap Pasal 427D UU 2/2018, Pemohon meminta MK menyatakan
bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sejak Pemilu
DPR 2024. (RA)
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